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KOMISI PEMITIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOI.IISI PEMIUHAil UMUM
PROVINSI SUI.AWESI UTARA

Nomor : 3/Kpts/KPU-Prov-023/PIIGUB/2015

TENTAT{G

PEDOMAN TEKI{IS TATA KER'A PEI,IILIHAI{ UMUI,T PROVINSI, KOMISI

PEMILIHAN UMUI{ KABUPATEI{/KOTA" SERTA PEMBENTUKAII DAl{ TATA KERTA

PAilmA PEiIILIHAil KEGAITiATAI{, PAI{ITIA PEMUI{GUTAI{ SUARA, DAI{

KELOI.IFOK PEI{YELEIIIGGARA PEMUI{GUTAI{ SUARA DAIAM PEMIIJHAI{

RNUR DAI{ WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUT{ 2015

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI SUI.AWESI UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal t huruf Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Paniua Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikoh dan Wakil Walikob;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi utara tentang Pedoman Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

serta Pembentukan dan Tata Kerja Panltla Pemlllhan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi t tara Tahun 2015;
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Mengingat Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964

Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara

lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

(Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246);

Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupau, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembann Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tenbng
Tahapan, Program, dan ladwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ser[a

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, stu
Pembenfukan dan Tab Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupat dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor

2/Kpts/KPU-Prov -023 | PlLcUBlz0 1 5 tentang Tahapan, program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Utara Tahun 2015;

Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam

Berita Acara nomor : 2lWPlLGUBlNl20l5 tanggal t7 April Tahun
2015

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI SUI.AWESI

UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KER]A KOMISI PEMIUHAN

UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM IGBUPATEN/KOTA, SERTA

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANMA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DAI.AM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SULAWESI UIARA TAHUN 2015

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembenfukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamahn, panitia pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

Y

Memerhatikan

Ditetapkandi 
Pada tanggal : 17 April 2015

PROVINSI SULAWESI UIARA

Y. MOMONGAN
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Lampiran 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesl Utara
Nomor : 3/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta
Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

BAB I
PENDAHULUAT{

A. PENDAHUTUAI{

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kob, sefta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Ubara Tahun 2015 ditujukan untuk

menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara Ad Hoc;

2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Ad Hoc dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sesuai

dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di Provinsi dan lGbupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimakud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum

dan diberilon tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Ubra, selanjutnya disebut KPU

Provinsi Sulawesi Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaKud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas menyelenggaraka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
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4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selaniutnya disebut KPU

Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU lGbupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah

kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di

TPS.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarka ketentuan yang

diatur dalam undang- undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu

Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang beftugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

l0.Panitia Pengawas PemilihanKabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas

lGbupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

beftugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan,

adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang

dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di

desa/kelurahan atau sebutan lain.
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13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil

pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan

terakhir.

16. Daflar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil

pemutakhiran DPS.

17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat ffi, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

18. Hari adalah hari kalender.

C. PR.INSIP PENYELETIGGARAPEMILIHAN

1. Mandiri

2. Jujur

3. Adil

4. Kepastian hokum

5. Tertib

6. Kepentingan umum

7. Keterbukaan

8. Proposionalitas

9. Pofesionalitas

10. Akuntabilitas

11. Efisiensi

12. Efekifitas

D. DASAR HUKUI.I

1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran

Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara

RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor l Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat lenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

dan ladwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Paniua Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur, BupaU Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil

Walikota.

jdih.kpu.go.id/Sulut



BAB II
TATA KER'A PENYELENGGARA DALAM PENYETEilGGARAAN

PEMILIHAI{ GUBERT{UR DAN WAKII GUBERI{UR SULAWESI UTARA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Utara

a. merencanakan program dan anggaran;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dengan

memperhatikan pedoman dari KPU;

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk seuap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengoordinaslkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari

KPU;

f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Pen rakilan Rakyat Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

h. menetapkan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi

persyaratan;

i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;

j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

serta wajib menyerahkannya kepada saksi pesefta Pemilihan dan Bawaslu

Provinsi;

k. menerbitkan Kepufusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;

L mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan

membuat berita acaranya;
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m. melaporkan hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur kepada KPU dan

Menteri;

n. menindaklaniuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaKiftan sementara anggota KPU

lGbupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau

ketentuan perafu ran perundang-undangan;

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi

kepada masyarakat;

q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubernur;

t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

kepada DPRD Provinsi; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan perafu ran perundang-undangan."

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

a. menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan pedoman dari KPU;

b. memutakhirkan data Pemilih

c. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

d. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

sefta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu

lGbupaten/Kota;

e. melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;
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C. Tugas, wewenang dan kewaJiban PPK meliputi:

a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

b. Membantu KPU Provinsi Sulawesi utara dan KPU lGbupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilihan;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Ungkat kecamatan

yang telah ditehpkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU

Kabupaten/Kota;

d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data

Pemilih;

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah

kerjanya;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri

oleh saksi peserh Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

h. mengumumkan hasil rckapitulasi ;

i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara seluruh peserb Pemilihan;

1. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suan dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan,

Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara;

k menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwas Kecamatan;

L melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kerjanya;

m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan

perundang-undangan dan/atau oleh KPU lGbupaten/Kota.

f. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

g. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakaU

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. "
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a. Tugas Ketua PPK meliputi:

1) memimpin kegiatan PPK;

2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

3) mengawasi kegiatan PPS;

4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran

pelakanaan tugas;

5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suaftt

sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau eleKronik;

6) menandatangani berita acara dan seftifikat rekapitulasi penghitungan suaftl

bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani

oleh Pasangan C,alon;

7) menyerahkan 1 (sahi) eksemplar salinan berita acara dan sertiflkat rekapitulasi

hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

8) melaksanakan kegiatan lain )tang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU

Kabupaten/Kota.

9) apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seomng anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. TugasAnggota PPK melipuU:

1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan; dan

4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua

PPK,

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Paniua Pemungutan Suara

a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data

Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;

b. membentukKPPS;

c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU

lGbupaten/ Kota melalui PPK;

e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota

melalui PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
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h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan

petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU lGbupaten/Kota melalui

PPK;

i. mengumumkandaftarPemilih;

j, menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota dan PPK;

o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya;

p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara

dan setelah kotak suara disegel;

q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama

setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan

membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakau

u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal

penghitungan suara;

v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

1. Tugas ketua PPS meliputi:

1) memimpin kegiabn PPS;

2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

3) mengawasi kegiatan KPPS;

4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaantugas;

5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan

Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;
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7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh

KPU K€bupaten/Koh; dan

8) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

2. Tugas anggota PPS meliputi:

1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan

peftimbangan; dan

4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS befiinggung jawab kepada

ketua PPS.

E. Tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)

a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadirdan PPL;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

saksi, PPl-, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan

suara dan setelah kotak suara disegel;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat

seftifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saKi peserta

Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.

1. Tugas Ketua KPPS :

1) Persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

a) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada

anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
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b) mengumumkan tempat dan waKu pelaksanaan pemungubn suara;

c) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada

Pemilih pada DPT;

d) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di

Ungkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

e) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh

Pasangan Calon atau ketua Um kampanye Pasangan Calon.

2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :

a. memimpin kegiatan KPPS;

b. memimpin pelaksanaan keglatan pemungutan suara;

c. membuka rapat pemungutan suara tepat waKu;

d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang

hadir;

e. menandatangani berita acara bersama-sitma paling kurang 2 (dua) orang

anggota KPPS;

f. menandatanganitiap lembar surat suara; dan

g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waKu.

3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TpS adalah:

a) memimpin pelaksanaan penghltungan suara;

b) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KppS, dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta

Pemilihan atau ketua tim kampanye;

c) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acanl dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada ppS dan ppl; dan

e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil

penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada ppK

melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari

petugas ketertiban TPS.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Kpps bertanggung jawab kepada pps melalui ketra

PPS.

3. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KppS.

4. Dalam melalaanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua Kpps.
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F Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK)

t. Tugas Sekretaris PPK meliputi :

a. membantu pelalsanaan tugas PPK;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan memberikan pendapat dan

saran kepada ketua PPK.

b. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK

melalui keuia PPK.

2. Tugas SHSekretaris PPK meliputi :

a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaEan Pemilihan.

b. Staf Sekretariat urusEn tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan buKi

kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan

Pemilihan besefta kelengkapan administm$.

c. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung Jawab kepada

sekretaris PPK.

G. Sekretaris Paniua Pemungutan Suara

1. Tugas sekretaris PPS melipuU:

a. membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Seketariat PPS;

c. melaksanakan tugas yang ditenhJkan oleh PPS;

d. memberikan pendapatdan saran kepada Ketua PPS;

e. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada ppS

melalui ketua PPS.

2. Tugas sekretariat PPS

a. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

b. Staf Sekretariat urusi.ln tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bulGi

kas pembiapan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan

Pemilihan besefta kelengkapan administasi.

c. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada

sekretaris PPS.
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H. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih melipuu :

a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;

b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;

c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;

d. melakukan penmcokan dan penelitian data Pemilih;

e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

f. memberikan tanda buKi terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda

khusus pada rumah Pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada

PPS.
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BAB II
PERSTARATATI PPIC PPIS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. seUa kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang

sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagl menjadi

anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus pafiai

Politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mampu secara jasmani dan rchani;

h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan Ungkat atas atau sderaja[
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak pernah diberilon sanksi pemberhentian t€tap oleh KPU Kabupaten/Kota atau

DKPP;

k. belum pemah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KppS.

Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi Kpps udak

dipenuhi di wilayah/lokasi rPS yang bersangkutan, anggota Kpps dapat diambil dari

desa terdekat.

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan ungkat atas atau

sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai

kemampuan dan kecakapan dalam membaqt, menulis dan berhitung dibukikan

dengan surat pernyataan.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf k tidak dapat

dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau

tenaga pendidik untuk memperoleh anggota ppK, pps dan KppS yang memenuhl
persyaratan.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. tutokopi lGftu Tanda Penduduk (ICIP) yang masih berlaku;

b. Fotokopi ijazah sekolah lanjubn ungkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang

dilegalisir oleh pejabat yang beruenang;

2.

3.

4.

5.
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c. Surat pernfaban yang bersangkutanr

1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi lTAgustus 1945;

2) tidak menJadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waKu 5

(lima) tahun;

3) Udak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karcna melakukan Undak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

lGbupaten/Kota atau DKPP apabila pemah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS

pada pemilihan umum atau Pemilihan;

5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam

lampiran Keputusan ini;

d. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

e. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat

keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU lGbupaten/Kota

memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
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BAB N'

PAI{ffiA PEttIIUHAil KECAI.IATAN

Kedudukan, Keangggotaan, $tsunan, PembenUkan
dan l.lekanisme Pengambilan Keputusan

a. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tinglGt kecamabn dibentuk PPK.

2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.

3) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waKu pelaksanaan

tugasnya.

b. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling

sedikit 30o/o (Uga puluh persen).

3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh

Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

4) Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

c. Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap mggota;

dan 4 (empat) orang anggota.

2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

d. Pembentukan

a. Anggota PPK diangkat dan diberlrcntikan oleh KPU lGbupaten/Kota.

b, Anggota PPK dibenurk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan

sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

pemungubn suara.

c. Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten/Kota melakulon tahapan

kegiatan meliputi:

1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

2) menerima pendaftaran calon PPK;

3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

4) Pengumuman hasil penelitian seleksi administrasi

5) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

6) Pengumuman hasil seleksi tertulis dan Tanggapan masyarakat

7) melakukan wawancara calon anggota PPK;

8) pengumuman hasil seleksi calon anggoh PPK.
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d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon

anggota PPK.

e. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau

atau diakses publik.

f. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaflaran calon anggota PPK.

g. Pendaftaran calon anggob PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat

pendaftaran sebagaimana dimaksud Persyaratan pendaftaran sejumlah 2 (dua)

rangkap yang terdiri dari:

1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KpU Kabupaten/Kota;

2) 1 (satu) dokumenfotokopi sebagai arsip PPK.

Seleksi Calon Anggota PPK

a. KPU lGbupaten/Kota melakukan penelitian adminishasi kelengkapan perqfaratan

calon anggoE PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

b' KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

c. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.

d' KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota ppK,

3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

e. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

f. Materi seleksi tertulis melipuU :

1) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan

kewajiban PPI peneliUan syarat dukungan pasangan Calon perseorangan,

teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapifulasi

penghitungan perolehan suara; dan

2) pengetahuan keurilayahan.

g. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleKi tertulis.

h. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon

anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis tempat yang mudah

diakses.

j. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota ppK yang

lulus seleksi tertulis.

k. Materi seleksi wawancrra meliputi:

1) rekam jejak calon anggota ppK;

2) pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan

kewaJiban PPrt penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan,
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teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara;

3) klarifi kasi tanggapan masyarakat.

Pengumuman Calon Anggota PPK

a. KPU lGbupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan

hasil seleksi wawancrra.

b. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

dilaksanakan seleksi wawancara.

c. PPK dan PPS yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, perlu ditetapkan

dengan Keputusan KPU KabupatenlKota

d. pPK dan PPS yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

sebelum melalsanakan tugas perlu diambil sumpah/janji seloligus pembekalan.

e. Pengambilan Keputusan PPK

a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota

b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada

angka (1).

c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).

d. Rapat PPK sebagaimana dimaksud angka (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri

paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuKikan dengan daftar

hadir.

e. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dinyatakan sah,

apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPKyang hadir.

f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaKud

pada angka (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
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PANITIA PEMUI{GUTAN SUARA

Kedudukan, Keangggotaan, Susunan, Pembenhtkan
Dan Mekanisme Pengambilan Kepuhtsan

Keanggotaan PPS

1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan

perafu ran perundang-undangan.

2) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekrctarisdan stafSekretariatPPS.

Susunan keanggotaan PPS

1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota 2 (dua) orang anggota.

2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

Pembentukan

1) Anggota PPS diangkat dan diberhenukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2) Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan

sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

pemungutan suara.

3) KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah

atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.

4) Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.

5) Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendafuran kepada PPK sejumlah

3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

1) 1(satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

2) 1 (satu) dokumen fotokopl yang diserahkan kepada PPK;

3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

6) Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi

syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminb kepada kepala desa/lurah atau sebutan

lain dan badan permusyawamtan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk

mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

b

c

d

BAB V

a. Kedudukan PPS

1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk

PPS.

2) PPS sebagaimana berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

3) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waKu pelaksanaan tugasnya.
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7) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan

atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan

sumber daya manusia dari tokoh masyarakat mahasiswa atau karang taruna'

8) Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU

Kabupaten/Kob dapat mengangkat anggota PPS.

9) KPU lGbupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyaraletan

atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

e. Pengambilan Keputusan PPS

1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaiman dimaksud pada angka

(1).

3) Setiap anggota PPS wajib melaKanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaKud pada angka (1).

4) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah apabila dihadiri

paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuKikan dengan daftar hadir.

5) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah, apabila

disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.
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a.

b.

c'

BAB VI

KELOMFOK PEI{YELENGGARA PEMUI{GUTAT{ SUARA (KppS)

Kedudukan, Keangggotaan, Susunan dan Pembentukan

Kedudukan

KPPS berkedudukan di TPS.

Susunan Keanggotaan KPPS

1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggoh masyarakat di

sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2) Anggota KPPS dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan G (enam) orang

anggota.

3) Ketua KPPS dipilih daridan oleh anggota KppS.

Pembentukan

1) KPPS diangkat dan dibefientikan oleh pps atas nama Ketua KpU

lGbupaten/Kota.

2) Pengangkatan anggota KPps memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun

Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

3) Pengangkahn dan pemberhenuan anggota Kpps wajib dilaporkan kepada Kpu

K€bupaten/Kota.
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BAB VII

KESEKRETARIATAil

1. SEKRETARIAT PPK

a. Dalam melaksanankan tugasnya, PPK dibantu secretariat yang dipimpin oleh seorang

sekretaris dari PNS yang memunihi persyaratan

b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orng Staf Sekretariat PPK

c. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud huruf b adalah bantuan dan fasilitas

pemerintah daerah

d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

1) tidak pernah dUatuhi sanksi disiplln pegawai;

2) independen dan tidak berpihak;

3) sehat jasmani dan rohani;

4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.

e. Kelengkapan persyaratan dibuKikan dengan:

1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

a) tidak pernah dfiatuhisanksi disiplin pegawai;

b) independen dan tidak berpihak;

c) sehat jasmanidan rohani.

2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU

Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Seketariat PPK.

g. PPK melalui KPU Kabupaten/Koh mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK

dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk

selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan

Keputusan Bupati atau Walikota.

h. Sekrctaris dan staf Sekretariat PPK ditetaplon dengan Keputusan Bupati atau

Walikota.

i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:

1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusn tata usaha, keuangan dan logistik

Pemilihan.

j. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

k. Tugas Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :

1) membantu pelaksanaan tugas PPK

2) memimpin dan mengawasi kegiatan secretariat PPK
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3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK

4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK

l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris PPK

bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK

m. Staf secretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf i,1)

mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan

n. Shf secretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan

sebagaimana dimaksud huruf i.2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata

usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan

menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan pp( dan menylapkan

perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi

o. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf m dan n, staf
secretariat bertanggung jawab kepada sekretaris ppK

2. SEKRETARIAT PPS

a. Dalam melaksanankan tugasnya, pps dibantu oleh skeretariat yang dipimpin oleh

seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan

Iainnya;

b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang StafSekretariat pps

c. KPU lGbupaten/Kota meminta kepada kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya

untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota secretariat pps sebagaimana

dimaksud pada huruf a

d. Syarat untuk menjadi staf Seketariat ppS melipuu:

1) tidak pemah diJatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) independen dan tidak berpihak;

3) sehatjasmani dan rohani.

e. Kelengkapan persyarahn dibuKikan dengan surat pernyataan yang menerangkan

bahwa yang bersangkutan:

1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) independen dan tidak berpihak;

3) sehatjasmani dan rohani.

f. sekretaris dan staf Sekretariat pps dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala
desa/lurah atau sebutan lainnya.

g. Pembagian tugas staf Sekretariat ppS adalah:

1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; dan
2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

Pemilihan.
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h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

i. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :

1) membantu pelaksanaan tugas PPS

2) memimpin dan mengawasi kegiatan secretariat PPS

3) melaksanakan tugas yang ditentulGn oleh PPS

4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS

lO)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i, sekreEris PPS

bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS

11)Staf secretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf 9.1)

mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan

12)Staf secretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan

sebagaimana dimaksud huruf 9.2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata

usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan

menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan

perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi

13)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada huruf k dan l, staf secretariat

bertanggung jawab kepada seketaris PPS
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BAB VIII

PPDP DAI{ PETUGAS KETERTIBAil TPS

A. Petugas pemutakhiran data Pemilih

a. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU/KIP lGbupaten/Kota dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih.

b. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga

(RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang

bersangkutan.

c. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

l(R, kbupaEnfl(ota.

d. Petugas pemutakhinn data berjumlah:

1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan

,100 (empat ratus) orang; dan

2) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih

lebih dari .100 (empat ratus) orang.

B. Petugas Ketertiban TPS

a. Petugas keteftiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjagaketenteraman,

ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

b. Petugas keteftiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

c. PPS menqajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaKud dalam

Pasal 5t kepada PPK.

d. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas

ketertiban pada tiapTPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada BupatiflA/alikota.

f. KPU K€bupaten/Kota menyampaikan nama petugas keteftiban TPS dari

Bupati/Walikota kepada PPS.

g. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS.

jdih.kpu.go.id/Sulut



BAB IX

PEI{GGANTIAN ANGGOTA PPI(, PPS, DAN KPPS

l. PaniUaPemilihanKecamatan

a. Anggota PPK berhenu antarwaKu karena:

1) meninggal dunia;

2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

3) berhalangan tetap lainnya; atau

4) diberhentikan sementara.

b. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ppK;

2) melanggar sumpah/Janji jabatan dan/atau kode etik;

3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut

tanpa alasan yang sah;

4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5) duatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;

6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan keuajibannya selama 3

(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

7) melakukan perbuatan yang terbuKi menghambat KPU Provinsi Sulawesi Utara

dan KPU rGbupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan

sebagaimana ketentuan speraturan perundang-undangan.

c. Pemberhentian sementara Anggota ppK sebagaimana dimaksud pada hurf a dan b
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

d. Penggantian antaruvaktu ppK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota ppK digantikan oleh

calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi
persyaratan.

e. Tata cara pemberhentian sementara anggota ppK dilakukan dengan tahapan meliputi:
1) menerima laporan;

2) meneliti materi laporan;

3) melakukan klarifikasi;

4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.

f. KPU lGbupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil
peneliUan
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9. Dalam melakukan klariflkasi KPU lGbupaten/Kota dapat:

1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk

kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;

2) memanggil para pihak;

3) meminta buKi-bukti pendukung; dan

4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu, Panwaslu sesuai dengan

tingkatannya.

h. Berdasarlon hasil penelitian dan klarifikasi KPU lGbupaten/Kota membuat kajian dan

mengambil keputusan.

2. Panitia Pemungutan Suara

a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU tGbupaten/Kota dapat meminta

kepada kepala desa/lurah atau sebubn lain dan badan permusyawaratan

desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota ppS baru.

b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keadaan meninggal

dunia, tidak diketahul keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen,

c. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau

sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota pps baru sebagaimana

dimaksud pada huruf a, memerhatlkan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat,

mahasisara atau karang taruna.

d. Dalam hal pengusulan anggota PPs tidak dapat diaJukan, Kpu Kabupaten/Kota dapat

menunjuk anggota PPS.

e. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakahn

atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota pPS.

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KppS)

a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, ppS melakukan pengganuan

terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keadaan meninggal

dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen

c. Penggantian sebagaimana dimaksud huruf a memerhatikan sumber daya manusia

dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun warga (Rw) atau sebuhn lainnya dari wilayah

yang bersangkutan.

d. Penggantian harus dilaporkan kepada KpU fGbupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/Sulut



BAB X

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan

tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUTAWESI UTARA

Y.

jdih.kpu.go.id/Sulut



Lampiran 2
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 3 IKpEIKPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal ; 17 April 2015

FORJTI UU R PERSYARATAI{ PEil DAFTARAI{

PAI{mA PEMIUHAI{ KECAMATAN, PAilmA PEMUI{GUIAil SUARA"

DAN KELOiIPOK PET{YELEI{GGARA PEMUI{GUTAN SUARA DALAM

PEI{YETENGGARAAI{ PEI{IUHAT{ GUBERNUR

DAT{ WAIGLGUBERNUR

TAHUN 2015

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPIV PPS/ KPPS lGbupaten/Kota ;

2. Surat Pernyataan ;

3. Daftar Rlwayat Hidup ;
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SI'RAT PEI{DAFTARAT{
SEIAGAI CALOI{ AI{GGOTA PPW PreI XPP4S KABUPATEI{/KOTA* ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

lenis Kelamin

TempatTgl. Lahir/ Usia

Pekerjaanflabatan

Alamat

./.......tahun

dengan ini mendaftarkan diri sebagal calon anggota PPVPPS/KPPS

Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPIVPPS/KPPS Kabupaten/Kota

bedasarkan

Nomor .........

tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan adminlstrasi untuk memenuhi

ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemillhan

Umum.

2015

PENDAFTA&

( )

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
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SURATPERNYATAAN

Yang beftanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

TempatTgl. Lahir/ Usia

Pekerjaanfabatan

Alamat

/.......tahun

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPVPPS/KPPS lGbupaten/Kota* Setia kepada Pancasila

sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar N Tahun 1945 dan Cita-Cita Prcklamasi 17

Agustus 1945;

2. tidak pernah menjadi anggota Partai PoliUk. Jika di kemudian hari terbuKi sebaliknya,

saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;

3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempercleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan Undak pldana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbuKj sebalikrya, saya

bersedia menerlma segala konsekuensi hukum;

4, tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP lGbupaten/Kota atau
Dqrvan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK,

PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.

5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS,
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan befiitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai buKi
pemenuhan syarat calon Anggota PPVPPS/KPPS lGbupaten/Kota

Yang membuat pernyataan,

Materai

(

Keterangan : *) coretyang tidakdiperlukan.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia:

4. Pekerjaanflabatan :

5. Alamat :

6. Status Perkawinan :

Laki-laki/ perempuan *)

a. Belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami *)

c. jumlah anak orang

7. Pekerjaan

8. Riwayat Pendidikan

b.

c.

d.

e.

9. Pengalaman Pekefiaan

a. khusus kepemiluan : a.

b.

c.

d

b. non kepemiluan a.

b.

c.

d.

10. Lain-lain

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai buKi
pemenuhan syarat calon Anggota PPVPPS/KPPS Kabupaten/Kota

Yang membuat pemyataan,

Materai
6.000

)(

PAS FOTO
3X4

a.

ra.r.....rr.rrl

jdih.kpu.go.id/Sulut



Lampiran 3
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 3/Kpb/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal : 17 April 2015

IADWAL PE]I{BENTUKAI{ PAI{ITIA PEIIIIUHAN IGOATIIATAN, PANMA

PEI,IUNGUTAN SUARA, DAl{ KELOIIIPOK PEI{YEIEIIGGARA PEi|U]{GUTAI{ SUARA

DALAITI PE]IYEIET{GGARAATI PEITIIUHAI{ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERIIUR

TAHUT{ 2015

PEMBEI{TUKAN PPK

5 hariLg - 23 April 20151

Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media
Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor,
dan tempat lainnya

5 hari20-24 April20152 Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten Kota

25-26 April2015 2 hariPenelitian administrasi

27 -29 April2015 3 hariPegumuman Hasil Penelitian Administrasi4

30 April 2015 t hari5 Seleksi Tertulis

1 Mei 2015 t hari6 Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis

2-4Mei2015 3 hari7 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

2-4Mei2015 3 hari8 Tanggapan Masyarakat

3 hari5-7Mei2015Wawancara9

t hariPenetapan dan Pengumuman10

t hari9 Mei 201511 Pengambilan Sumpah dan Pembekalan

PEI,IBENTUKAI{ PPS

19 - 23 April 5 hari
Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media
Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor,
dan tempat lainnya

1

20 April- 9 Mei 19 hari2

Penerimaan pendaftaran di lGntor
Kelurahan/Desa/sebutan lainnya atau di Kantor
Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan
lainnya.

10 - 12 Mei2015 3 hari3
Penerimaan Usulan bersama dari Lurah/Kepala
Desa/sebutan lainnya dan BPD atau sebutan
lainnya

3 hari12-14 Mei 20154

Pengajuan Usulan bersama Calon Baru dari
Kepala Desa/Lurah atau Sebutan lainnya dan
BPD atau sebutan lainnya jika tidak Ada Yang
Memenuhi Syarat

2 hari1zl-15 Mei 20155

Koordinasi Dengan Ormas/Lembaga Profesi
Untuk Penguzulan Anggota PPS Dlm Hal Tidak
Terpenuhinya lumlah Calon Usulan Bersama
Dari Lurah/Kepala Desa dan BPD atau sebutan
lainnya

15 Mei 2015 t hari6 Seleksi Teftulis Calon Anggota PPS

17 Mei 2015 t hari7 Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS

18 Mei 2015 I hariI Penqambilan Sumpah dan Pembekalan

NO AKTWTTAS WAKfU KET

3

8 Mei 2015

jdih.kpu.go.id/Sulut



PEMBENTUKAN KPPS

1

Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media
Masa, Website, Papan Pengumuman lGntor,
dan tempat lainnya

9 September 2015
s/d

9 OKober 2015
30 hari

2

Penerimaan pendaftaran di lGntor
Kelurahan/Desa/sebutan lainnya atau di lGntor
Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan
lainnya.

10 September 2015
s/d

t0 Oktober 2015
30 hari

3 Penelitian administrasi tt - L7 OKober 7 hari

4

KPU Kab/Kota melakukan kerjasama dengan
lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk
memperoleh anggota KPPS yang memenuhi
syarat dalam Hal Tidak Terpenuhinp Jumlah
KPPS hasil penelitian administrasi,

18 OKober 2015
sld

6 November 2015
20 hari

5 Penetapan 7 - 8 Novemberz0ls 2 hari

jdih.kpu.go.id/Sulut


